
 

 

55   

 
UNIVERSITAS BUNG HATTA 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa 

1. Perlindungan hak terhadap pekerja yang diberhentikan secara sepihak 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah 

perlindungan terhadap hak-hak pekerja seperti hak atas kompensasi 

atau pembayaran uang pesangon. Sesuai yang diatur pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat memberikan dasar hukum bagi 

pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan tertentu, namun tetap 

wajib bagi pengusaha memenuhi hak normatif pekerja sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan perlindungan hukum tersebut 

diwujudkan melalui mekanisme pencegah PHK, kewajiban pengusaha 

dalam pembayaran hak-hak pekerja. Pengaturan tersebut menunjukkan 

adanya kecenderungan peningkatan fleksibilitas bagi pengusaha yang 

berimplikasi pada berkurangnya tingkat perlindungan substantif bagi 

pekerja apabil tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif 

2. Perbedaan hak pekerja yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 Tentang Cipta kerja yaitu terdapat pada uang penggantian 

hak yaitu “Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 
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3. ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau 

uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat” yang telah 

dihapus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tantang Cipta 

Kerja 

 

B. SARAN 

Mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat dievaluasi lagi 

mengenai : 

1. Lebih memberi perlindungan kepada pekerja supaya pengusaha tidak 

mudah melakukan PHK 

2. Pengusaha melakukan PHK tanpa alasan yang jelas di muat sanksi 

yang tegas 
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